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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengatur dan mengelola sektor minyak
dan gas bumi di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas melarang praktik
pengoplosan dan pemalsuan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM). serta
memberikan sanksi yang signifikan bagi pelakunya. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam undang-
undang tersebut dan pasal-pasal yang relevan, seperti pasal 54 dan pasal 28 ayat
(1), yang menjadi dasar dakwaan terhadap pelaku pengoplosan pemalsuan Bahan
Bakar Minyak Bumi (BBM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku
pengoplosan pemalsuan BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sanksi yang diberikan berupa
pidana penjara dan denda, yang dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim
berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan dan bukti yang ada. Penegakan
hukum ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan lingkungan dari
dampak negatif praktik ilegal tersebut.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan
pemalsuan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM). dihadapkan pada beberapa
kendala, seperti faktor ekonomi dan keuntungan yang tinggi, jarak yang jauh
antara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan pemukiman, dan
tingginya permintaan dari konsumen. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan
penanggulangan tindakan pemalsuan BBM perlu dilakukan melalui sosialisasi
mengenai bahaya BBM palsu kepada masyarakat. Selain itu, penindakan cepat
oleh kepolisian dan pemberian sanksi kepada pihak SPBU yang terlibat juga dapat
menjadi langkah efektif dalam menanggulangi tindakan pemalsuan Bahan Bakar

Minyak Bumi (BBM).

Kata Kunci: Pemalsuan BBM, Tindak Pidana, Penegakan Hukum
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ABSTRACT

Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas serves as a clear
legal framework for regulating and managing the oil and gas sector in Indonesia.
This law explicitly prohibits the practice of adulteration and falsification of fuel
(BBM) and imposes significant sanctions on the perpetrators. This research
adopts a normative juridical method by examining the provisions of the
aforementioned law and relevant articles, such as Article 54 and Article 28
paragraph (1), which serve as the basis for charging individuals involved in the
adulteration and falsification of BBM.

The research findings indicate that law enforcement against those involved
in the adulteration and falsification of BBM is carried out in accordance with the
provisions stipulated in Law Number 22 of 2001. The sanctions imposed include
imprisonment and fines, which may vary depending on the judge's decision based
on the consideration of the elements of the charges and the available evidence.
This law enforcement also aims to protect consumers and the environment from

the negative impacts of these illegal practices.

However, the implementation of law enforcement against individuals
engaged in the adulteration and falsification of BBM faces several challenges,
such as economic factors and high profitability, the distance between Gas Stations
(SPBU) and residential areas, and the high demand from consumers. Therefore,
preventive measures and efforts to combat the falsification of BBM need to be
carried out through socialization regarding the dangers of counterfeit fuel to the
public. Additionally, swift action by the police and the imposition of sanctions on
the involved gas stations can also be effective steps in combating the falsification

of BBM.

Keywords: Fuel counterfeiting, Criminal Offenses, Law Enforcement
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